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DEWAN PE A’KILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN
KABUPATEN BANJUMAS

.

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Eanjumas tentang men-
dirikan dan menjewakan kiosk di-
. tanah milik Daerah.

._ Pasal 1.

(1) Dalam peraturan-dacrah ini jang dimaksud dengan
kiosk" ialah bangunan jang mudah dipindahkan, jang luasnja
tidak lebih dari 25 meter persegi dan jang chusus dipergunakan
untuk memaparkan (mendasarkan) barang-barang dagangan,
mengadakan restoran, mendjalankan perusahaan dan mem-
pertundjukkan barang-barang tjontoh.

Jang diartikan ,,perusahaan’ ialah perusahaan ketjil-ketjil
misalnja ,kemasan, tukang patri, pendjahit dan sebagainja.”

(2) Dalam hal jang meregukan maka Dewan Pemerintah
Daerah memutuskan dalam djenis jang manakah termaksud
dalam ajat (1) diatas, sesuatu perusahaan dimasukkan.

Pasal 2.
(1) Dewan Pemerintah Daerah menetapkan tempat-
tempat untuk mendirikan kiosk.

(2) Sebelum menctapkan tempat-tempat tercebut dalam
.jat (1) pasal ini, Dewan Pemerintah Daerah terlebih dahulu
mengadakan pengumuman.

(3) Tempat-tempat tersebut dalam ajat (1) diatas, dibagi
atas tiga kelas menurut letak dan ramainja tempat.

(4) Dewan Pemerintah Daerah menetapkan pembagian
kelas tersebut dalam ajat (3) diatas dan pembagian tempat
menurut djenis pendjualan atau perusahaan.

Pasal 3.

(1) Bentuk kiosk ditetapkan oleh Dewan Pemerintah
Daerah dengan ukuran: a. 6 x 3 meter;
b. 4 x 3 meter;
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pPembuatan kiosk o . Pernor
dari(zp)adnL jang. telah dxtctt}l’}{ﬁgiu‘:ﬁh tclx?lcbi dahul?lm:]h,
Daerah harus mendapat persetit arj

Dewan Pemerintah Dacrah.

Pasal 4.

0 ’ g
Pembuatan kiosk tersebut (.lalam pasuil ’J’j ;:é oe t?r(iggmuhi
sarat-sarat sekurang-kurangnja sebaga ur

dibawah ini: | b 1
1. untuk kiosk jang didirikan ditempatl > Lo
a. rangka darJl dinding dari kaJu djati, semua ditjat; .

b. atap dari seng; ‘ : |
c. pjan dari mbulung atau kepang kulitan jang halus;

d. lantai dari papan kaju djati atau tegel.

2. untuk kiosk jang didirikan ditempat kelas Il *
. semua ditjat;

a. rangka dan dinding dari kaju djati

b. atap dari seng;

c. pjan dari kepang paron ja

d. lantai dari plester. .
3. untuk kiosk jang didirikan ditempat kelas III: .

a. rangka/dinding dari kaju djati/kaju tahun jang baik;

b. atap dari genting/seng;

c. pjan dari kepang; |

d. lantai dari batu merah/djubin.

ng halus;

Pasal 5.

(1) Barang siapa bermaksud akan mendirikan kiosk di-
tempat tersebut dalam pasal 2, harus mengadjukan surat per-
mintaan izin kepada Dewan Pemerintah Daerah dengan disertai

keterangan-keterangan seperti berikut: .

nama dan alamat peminta;

letak kiosk;

ukuran kiosk;

untuk keperluan apa;

gambar kiosk jang dikehendaki rangkap 3.

0T e

_ (2) Setelah izin tersebut dalam ajat (1) diberikan, peminta
c.hwa,djlbkan menanda tangani surat perdjandjian rangkap dud
jang memuat ketentuan-ketentuan menurut peraturan-daerah
ini.

(3) Oleh Pekerdjaan Umum Kabupaten disediakan gambm:

beserta konstruksi kiosk jang dapat dimi nti
hiaja pembuatannja. g dapat diminta dengan mengg?
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Pasal 6.

(1) Pembﬁatan kiosk harus sudah selesai dalam
lambat-lambatnja tiga bulan terhitung dari hari “;,il:.?m?ﬁ'.
tanganan perdjandjian tersebut dalam pasal 5 ajat (2)

. (2) Djika pembuatan kiosk tidak dapat selesai dalam

waktu tersebut dalam ajat (1) karena alasan jang dapat
diterima oleh Dewan Pemerintah Daerah, Dewan Pemerintah

Daerah dapat memperpandjang waktu tersebut dalam ajat (1)
dengan waktu paling lama tiga bulan.

(3) Djika pembuatan kiosk tidak dapat selesai dalam
aktu tersebut dalam ajat (1) dengan tidak ada alasan jang
sah atau setelah waktunja diperpandjang seperti tersebut
dalam ajat (2) maka izin mendirikan kiosk dan perdjandjian
tersebut dalam pasal 5 ajat (2) dibatalkan.

(4) Sebelum kiosk itu selesai dikérdjakan, tempat kiosk

tidak boleh dipergunakan untuk keperluan apapun oleh atau
atas nama peminta.

Pasal T.

(1) Semendjak kiosk selesai dikerdjakan, maka:
a. kiosk itu mendjadi milik Daerah;

b. jang mendirikan kiosk berhak mempergunakannja dan
selama waktu lima tahun, terhitung mulai perdjandjian
ditanda-tangani, tidak membajar sewa kiosk, hanja sewa
tanah menurut ketentuan Dewan Pemerintah Daerah ber-
dasarkan peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang
pemakaian tanah; '

c. ' semua biaja untuk keperluan tambal-sulam dan perbaikan
kiosk mendjadi tanggungan pemakai kiosk.

(2) Dengan izin Dewan Pemerintah Daerah ia dapat me-
mindahkan haknja kepada orang lain dengan ketentuan, bahwa
penggantinja itu harus membuat perdjandjian dengan Dewan
Pemerintah Daerah jang maksudnja meneruskan kewadjiban-
kewadjiban orang jang memindahkan hak.

(3) Pengganti hak tersebut dalam ajat (2) pasal ini di-

wadjibkan membajar bea pemindahan hak kepada Daerah
untuk kiosk ditempat:

a. kelasl sebanjak Rp.150,— (seratus lima puluh rupiah) ;
b. kelasII  sebanjak,, 100,— (seratus rupiah);
c. kelasIIT sebanjak,  50,— (lima puluh rupiah).
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hak seperti tersebut dulam pasal T ajat (3).
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Pasal 9.

(1) a. Sesudah waktu terseb.ut dalam pasal 7 ajat 1) %
b berachir pemakai kiosk terus memperguna]mIlja
dengan membajar uang Ssewa tersebut dalay
pasal 10; | )

b. untuk mempergunakan terus kiosk itu, ia dih,
kan membuat perdjandjian baru dengan Dewy,
Pemerintah Daerah.

(2) Ta tidak diperbolehkan memindahkan hak SéWanja
pada orang lain, ketjuali dengan izin Dewan Pemerints}
Daerah.

(3) Djika ia tidak meneruskan penggunaan kiosk itu De
wan Pemerintah Daerah menjewakan Kkiosk tersebut kepads
orang lain dengan mengadakan perdjandjian sewa-menjewa.

Pasal 10. (\ ]

(1) Tarip persewaan kiosk tersebut dalam pasal 9 djtetap;’
kan sebagai berikut:

a. untuk tempat kelas I tiap meter persegi sebulan sekurang:
kurangnja Rp. 2,— (dua rupiah) dan sebanjak-banjakn

~ Rp. 10,— (sepuluh rupiah); '

b. untuk tempat kelas II tiap meter persegi sebulan sekuralé
kurangnja Rp. 1,50 (satu 50/100 rupiah) dan ‘sebanjsk
banjaknja Rp. 7,50 (tudjuh 50/100 rupiah);

¢. untuk tempat kelas IIT tiap meter persegi sebulan Sek":
ra.mg-lfurangnja Rp. 1,— (satu rupiah) dan sebanjak-
njaknja Rp. 5,-— (lima rupiah).
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(2) Uang se
pada tanggal 15
uang sewa untyk

Wa haryg dibajap di ;
tiap-tiap bulaJ Imukg selambat-lambatn,]a

' ‘an. Seliwg, nja tangeq) tersebut

) bulan 1tu ditambg, 6% (enam ierseratus).
(3) ]?Jlk?l uang gsews tidak g

turut penjews ki

ibajar tigy bula
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lambatnja dalam wakty 15 sosongkan kipgk

o Itu selambat-
. ( arl, sedang ig masih diharugkan
memba}Ja}r Uang Sewa dan tambahan tersebut dalam ajat (2)
pasal ini, Jang belum dibajar olehnja,

(4) Dengan mengingat keten
pasal ini Dewgp Pemerintah D

tuan tersebyt
,iw’ang tertenty untuk tiap-tiap

aerah ‘menetg
matjam kiogk,

dalam ajat (1)
bkan persewaan

Pasal 12.

‘ it ads ' 1 berlaku peraturan-

1) Earan siapa pada saat mulai peral
daeréh) ini sudagh mendirikan kiosk dan bangunan lain dltangh
milik daerah, bhaik Jang ditentukan dalam pasal 2, maupun di-

tanah milik daerah jang lain, sela}mbat-lambe_ttn‘]a dglgmkvga:(‘;\;

pnam bulan harus telah mengadjukgn pepmln’i{a_anklzi}c?l | deggan
“"Dewan Pemerintah Daerah dan menjesuaikan d1osrah 1
- sarat-sarat jang tertjantum dalam peraturan-dae :

(2) Dengan tidak mengurangi apa jang ditentukan- ial?ln)a

1H14 djika ketentuan-ketentuan tersebut da.lamha_]la)m )
palsal ini tidak dipenuhi, maka Dewan Pg.mer.'lntgt a‘:ia'a
g::ﬁak merombak kiosk atau bangunan ldin itu atas ]
pelanggar.

Pasal 13. o
sutan pelanggaran-pelanggaran peratgr?néclieel;‘zl}aan
. Pengu djuga kepada Kepala/Opseter (mu a e e
Unnas oken. Jl’zgn Kontrolir Kabupaten, Pemerlklsa Lo
[Ién;)irll; %E:‘?lggi %a’sar dan Pemotongan dan Kepala
e
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Pasal 14.

(1) Dihukum dengan kurungan selama-lamanja tiga bulay |
atau denda setinggi-tingginja Rp. 100,— (seratus rupighy =
barang siapa: B . e
a. mendirikan kiosk ditanah milik Daerah djika tidak men.  ©

 dapat izin Dewan Pemerintah Daerah; - . g

b. melanggar pasal 3 ajat (2), pasal 5, pasal 6 ajat (4), pa.

sal 7 ajat (2) dan (3), pasal 9 ajat (1) sub b dan ajat

(2), pasal 10 ajat (3), pasal 11 dan pasal 12 ajat (1)

peraturan-daerah ini. o , ‘

(2) Penghukuman tersebut dalam ajat (1) sub a pasal inj, ‘
dapat disertai perombakan kiosk jang bersgngkutan. |

Pasal 15.

Peraturan-daerah. ini mulai berlaku pada hari ke-30 sesu-
dah hari pengundangannja dalam Lembaran Propinsi Djawa-
Tengah.

1. Purwokerto, 24 Nopember 1956,

- Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Kabupaten Banjumas, Peralihan Kabupaten Banjumas:
» Ketua,
R. SOEBAGILJO. - M. HOEDORL Wakil. Ketua

Wakil Kepala Daerah

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pemerin-
tah Daerah Peralihan Propinsi Djawa-Tengah dengan surat-
keputusan tanggal 10 April 1957 nr U 94/1/21. ‘3

©_  Sekretaris, -
R. SISWADI DJOJOSOERONO.

Diundangkah dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah
tanggal 27 April 1957 (Tambahan -Seri C nr. 22).




